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sepenuhnya cukup untuk merubah semua bangunan, namun sayang belum 

semua Puskesmas memiliki aksesibilitas. 

Berdasarkan hasil penelitian dari 3 tiga dinas Pemerintahan 

mengenai anggaran untuk penyediaan aksesibilitas difable (penyandang 

cacat) selama ini hanya melekat pada budget anggaran pembangunan 

infrastruktur bangunan lainya. Penyediaan aksesibilitas penyandang cacat 

tidak pernah dianggarkan secara khusus oleh pemerintah Kabupaten 

Sleman dalam APBD. Pemerintah Kabupaten Sleman lupa bahwa para 

penyandang cacat juga bagian dari masyarakat umum itu yang seharusnya 

juga diperhatikan mengenai aksesibilitas fasilitas mereka sehari-hari 

dalam menjalani aktifitas. Hak dan kewajiban yang sama yang sudah 

diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia, penyandang cacat merupakan kelompok masyarakat rentan yang 

berhak memperloleh perlakuan dan perlindugan lebih berkenaan dengan 

kekhususanya. 

 

BAB III 

PENUTUP  

 

A. Kesimpulan 

Implementasi pemenuhan bagi difable (penyandang cacat) di 

Puskesmas Sleman belum terpenuhi karena terdapat beberapa hambatan dalam 

pelaksanaannya. Hambatan tersebut adalah pemerintah Kabupaten Sleman 
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tidak mempunyai anggaran khusus untuk penyediaan aksesibilitas bagi difable 

(penyandang cacat), Pemerintah Kabupaten Sleman mengharapkan peran 

masyarakat dalam penyediaan aksesibilitas bagi penyandang cacat berupa 

bantuan dari masyarakat beruupa fasilitas aksesibilitas bagi penyandang cacat, 

produk hukum yang ada tidak terapkan, dan belum adanya kesadaraan pada 

seluruh lapisan masyarakat bahwa difable (penyandang cacat) mempunyai hak 

untuk mendapat hak aksesibilitas dari pemerintah. 

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam 

aksesibilitas bagi difable (penyandang cacat) dengan memberikan pelayanan 

umum terutama dalam bidang kesehatan seperti pengobatan gratis, pemberian 

alat kesehatan dan pelatihan penggunaan kursi roda. 

 

B. Saran 

1. Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menyusun APBD hendaknya 

menyediakan anggaran khusus untuk pembangunan aksesibilitas bagi 

difable (penyandang cacat). 

2. Pemerintah Kabupaten Sleman hendaknya menggali sumber dana yang 

ada sehingga dapat membperbesar APBD untuk meningkatkan penyediaan 

sarana aksesibilitas bagi difable (penyandang cacat) 

3. Perlu adanya koordinasi antar Dinas yang menangani difable (penyandang 

cacat) di Kabupaten Sleman sehingga masing masing pihak mengetahui 

tugas dan kewajibannya dalam menangani penyandang cacat. 
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4. Dalam pembangunan infrastrukur di Kabupaten Sleman pengadakaan 

aksesibilitas bagi penyandang cacat terutama di area publik perlu 

mendapat prioritas. 

5. Peran masyarakat di Kabupaten Sleman yang cukup baik dalam 

penyediaan aksesibilitas bagi difable (pendang cacat) perlu ditingkatkan.  

6. Masyarakat perlu diberikan kesadaraan dan kepekaan dalam rangka 

peningkatan kebutuhan aksesibilitas bagi difable (penyandang cacat).  
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